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UPAY A PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DAL AM KASUS PERKOSAAN
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kediri)(Toetik Rahayuningsih dan Astutik, 26
halaman) .
Penelitiaan ini dilakukan untuk ménjawab permasalahan (1) Dasar pertimbangan hukum
apakah yang dijadikan pedoman untuk memutus perkara 'pcrkosaan (2) Bagaimanakah
Upaya perlindungan hukum korban di lihat dari putusan hakim yang memeriksa perkara

tersebut

. Tujuan penclitian: (1) Untuk mengetahui upaya perl’indimgan hukum terhadap korban

perkosaan wmelalui putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2)
untuk mengetahui pandangan hakimm mengenai kondisi yang dihad:;pi dalam hal
pembuktian telah terjadi peristiwa perkosaan

Hasil penclitian  menunjukkan bahwa dasar pertimbangan dalam putusah
pengadilan yang memutus perkara perkosaan lebih banyak mengacu pada rumusan Pasal
285 KUHP. Yang mana dalam perumusan tersebut sangat sulit untuk pembuktiannya.
Tidak jarang kasus yang diajukan scbagai tindak perkosaan, namun dalam proses
pembuktiannya di Pengadilan hanya diputus scbagai tindak perbuatan cabul. Kenyataan
demikian sangat merugikan pencari keadilan yang notabene adalah korban iu sendiri.
Dalam proses peradilan pidana untuk kasus perkosaan seringkali korban tidak
terlindnungi . Hal itu terbukti sejak pelaporan oleh korban dilakukan, pasti aparat
kepolisian sebagai aparat penyidik menganggap jenis kejahatan ini tidak terlalu serius.
Padahal dampak yang ditimbulkan schagai akiba! kejahatan ini dapat menghancurkan
masa depan korban dan kelvarganva. Korban akan mcrasa sangat terpukul ddn
menanggung  malu  berkepanjangan, belum  lagi  proses peradilan tidak selalu
mendukungnya. Karena acapkali putysan yang dijatuhkan pada pelaku perkosaan jauh
dari harapan masyarakat. Biasanya antara 2 - 4 tahun saja. Padahal selama | .:ses
berlangsung psikologis korbau sangat tertckan dan berharap pelaku dihukum seberat-

beramya.

(L.P. i"akultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya : No.Kontrak !
- 472/J0O3.2/PG/2000 tanggal 01 Oktober 2000)

Dst - 16
14/6 for




S

WATA PENGANTAR

Pﬁji syukur kami panjatkan kchadirat Allah SWT, hanya dengan rahmat-Nya
penelitian ini Qelcsai dilakukan hingga penulisan laporan akhi;.
| Penclitian ini mengenai Upaya Perlindungan Hukum Korban dalam Kasus
Perkosaan ditinjuu dari Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kediri.
Adapun maksud dilakukannya penelitian untuk mengetahui upaya perlindungan hukum
terhadap korban dalam kasuus perkosaan. !’cnciilian ini bcfpijak :pada hasil penelitian
yang pernah dilakukan olch Polda bekerjasama dengan Unair pada tahun 1991. Adapun
salah satu arca penelitian adalah Kediri yang pada saat itu merupakan angka perkosaan
teretinggi di Jawa Timur. Tindak lanjut penelitian tersebuf adalah melihat perlin! ~gan
hukum erhadap korban perkosaan dari p'utuéan vang tclah dijatuhkan oleh pengadilan
Negert Kediri.  Apabila dilihat dant seluruh ﬁutusan yang dijatuhkan oleh hakim, tidak
satupun putusan itu menghukum pelaku perkosaan secara maksimal seﬁagaimana diatur

dalam Pasal 285 KUUHP, yaitu 15 tahun. Hal inilah dirasakan tidak adil bagi pencari

keadilan yang dalarn hal ini adalah korban beserta keluarganya. Pada kesempatan ini tak

lupa kami sampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penclitian. Kepada

pthak-pthak yang turut membantu tersclenggaranva penclitian ini tak lupa kami
sampaikan terima kasih
Akhimnya, harapan kami semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan

iimu, khususova untek bidang hukum pidana

Surabaya, Desember 2000
Peneliti,
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I PENDAIULUAN

A. [atar belakang Permasalahan dan Perumusannya

Kasus-kasus kckerasan terhadap perempuan semakin rﬁarak saja, hampir sctiap
hari dapat kita baca berita di koran-koran betapa sctiap hari selalu ada saja pcrempu'an
yang menjadi korban kekerasan. Membahas kedudukan korban kejahatan maka perlu
kiranya dikemukai(an pengertian tentang korban. Korban adalah mereka yang menderita
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak
asasi yang menderita.(Gosita:1985,41)

Ditinjau dari sisi hukumnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan
masih sangat kurang. Untuk itu perlu kita ketahui bahwa bcrbica;a rﬁcngenai hukum
akan terkait _dengan ‘sistem hukum mencakup tiga hal, yaitu substansi/ perumu,
pasalnya, struklurnya/ aparat pencgak hukumnya serta kultur/budaya hukum. Ketiganya
sangat erat kaitannya satu sama lain, sehingga kalau kita ingin mengubahnya maka kita
harus memperhatikan ketiga hal tersebut.

Berbicara masalah korbaﬁ sebenamyé bukan hal baru, dikaitkan dalam suatu
kejahatan maka korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya kejahatan.
Pada kenyataannya tidak mungkin akan timbul suatu kcjahatan kalau tidak ada k()fbmt,
yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan.dan
dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan pada si
korban. (Gosita, 1985:43) -

Dalam proses peradilan pidana hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi, oleh
karena itu dalam sctiap proses/tingkat pemeriksaan sescorang yang diduga telah

mclakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan secara baik dan manusiawi, bahkan




boich didampingt penaschat hukum/pengacara dalam sctiap tingkatan pemeriksaan.
Dalam KUHAP permasalahan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa sangat
jclas diatur dalam Pasal-pasal 69-74 KUHAP. Naman tidak sebaliknya terhadap nasib
para korban. Perlindungan hukum terhadap korban tidak diatur secara spesifik dalam
KUHAP, hal ini dikarenakan korban dalam proses peradilan pidana kepentingannya
diwakilkan pada negara cq jaksa penuntut umum. Tidak diatumya secara khusus
perlindungan hukum untuk Korban Kkejahatan khususnya korban perkosaan telah
menimbulkan ketidakadilan dialami korban, karena seringkali jaksa penuntut umum
yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan hukuman yang relatif ringan
terhadap pclakunya.

Dalam kenyataannya sering terjadi ketidakpuasan para korban dengan
hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap pclaku. Ketidakpuasan terscbut mema:.
dapat dimaklumi mengingat dampak dart kcjahatan itu sendiri sangat berpengaruh bagi
korban sedangkan hukuman yang dijatuhkan tidak cukup untuk membayar kerugian
yang diderita korban yang biayanya sangat mahal. Tidak jarang dalafn kasus perkosaan
itu menimbulkan trauma yang cukup lama dalam diri korban sedangkan bukti yang
diajukan tidak cukup untuk mcnghukqm berat pclakunya. Kenyataan inilah yang
menjadikan persoalan bcrlindungan_ hukum terhadap korban perkosaan menarik untuk
ditelusuri lebih jauh. Persoalan yang muncul tidak dapat dipisahkan dengan kendala
yang dihadapi korban dalam hal pembukti terjadinya suatu tindak pidana yang
dituduhkan yaitn perkosaan. Sebagai konsekuensi dari kesulitan tersebut menjadikan
hukuman yﬁng dijatuhkan terhadap pelaku tidak maksimal.

\

Pengalaman pcnulis dalam advokasi pemberdayaan korban perkosaan di bawah

umur di dacrah Pamckasan dan Madiun menunjukkan bahwa ketidakberdayaan korban }




seringkali mementahkan tuduhan tclah terjadi tindak perkosaan. Semisal karena korban
tidak meronta atau korban tidak perawan dapat dijadikan alasan bukan perkosaan.
Sehingga hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kurang dari dua tahun bahkan berkisgr
antax"a‘ 1- 2 tahun. Kenyataan demikian mefnang tidak cukup memuaskan dari sisi
pencari keadilan adalah korban dan keluarganya. !agi-lagt kesulitan yang dihadapi
untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana perkosaan adalah karena kurangllya
alat bukti yang mendukung. Hal ini sangat dirasakan korban dan keluarganya, karena
dengan bukti-bukti yang telah diberikan temmyata tidak cukup menyeret pelaku untus.
mempertanggungjawabkan pcx’buatannya, yaitu. perkosaan. Schingga tidak jarang |
korban perkosaan/keluarganya lebih suka mendiamkan/tidak melaporkan kasusnya atau
bahkan memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. -

Secara yuridis untuk adanya perkosaan harus memenuhi unsur-unéur yang sesuai

dengan rumusan Pasal 285 KUHP, hal inilah yang dijadikan pedoman aparat penyidik

" dan jaksa penuntut umum untuk memeriksa kasus perkosaan. Hal mana berbeda dengan

persepsi masyarakat yang cenderung menyatakan dan beranggapan bahwa semua
kejahatan kesusilaan adalah perkosaan.

Harapan dan keinginan masyarakat terhadap kasus perkosaan, yaitu agar
pelakunya mendapat hukum.an yang scberat-beratnya sangat dipahami menginet
perkosaan merupakan perbuatan yang dipandang sangat merusak moral. Dari penelitian
terhadap jaksa penuntut umum yang pernah dilakukan di tiga wilayah>Surabaya, Kediri
dan'B&s'uki. (1991), tercacat bahwa tuntutan pidana yang terbanyak untuk kasus
perkosaan ialah 5-7 tahun (39,13%) sedagkan yang dituntut 12 tahun hanya (8,69%).

* Berdasarkan ﬁngkat kesulitan dalam pembuktian adanya perkosaan olch aparat

penyidik karena secara umum tidak adanya saksi mata yang mcnyaksikan peristiwa




perkosaan, di samping mencari bukfi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP. -
Kesulitan juga dihadapi manakala korban tidak sesegera melaporkan kejadian yang
menimpa dirinya, sehingga tidak semua kasus yang, diajukan jaksa penuntut umum |
berdasarkan Pasal 285 KUHP itu akan diputus hakim sesuai dengan pasal tersebut.

Apabila diperhatikan ketentuan tentang pembuktian yang diatur dalam Pasal
183 KUHAP, “hakim tidak bolech menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiia
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia perolch keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tcrdakwalah yang bersalah
melakukannya” Pasal 184 KUHAP menyebutkan: (1) alat bukti yang sah ialah:a.
keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa.
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dengan berpedoman pada KUHAP, hakim dituntut untuk bertindak bijaksana
dengan melihat pada kepentingan korban dalam kasus perkosaan, di samping juga turut
méncegah tindak pidana serupa di kemudian hari. Hakim harus berani menuntut berat
tethadap pelaku perkosaan, karena sampai saat ini korban perkosaan sangat tidak
dilindungi dalam proses peradilan pidana terbukti dengan putusan yang dijatuhkan ;7 '
pelaku sangat ringan, serta ganti kerugian yang tidak perah diperoleh sebagai akibat
tindak pidana tersebut |
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, persoalan menarik yang perlu
dikaji adalah: |
1. Dasar pertimbangan hukum apakah yang dijadikan pedoman untuk memutus perkara

itu sebagai tindak pidana perkosaan ? |
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap' korban kasus perkosaan

ditinjau dari putusan hakim




IL TINJAUAN PUSTAKA

| Berpedoman dari laporan hasil penclitian mengenai Korban perkosaan yang
telah dilakukan POLDA Jatim dengan Universitas Airlangga Sufabaya pada tahun 1991,
telah melatar belakangi untuk dilakukannya penelitian mengenai peréoalan yang sama
yaitu perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus perkosaan dilihat dari sisi
putusan pengadilan.

Kejahatan perkosaan bukan suate kejahatan vang ba{ru, yang usianya sama
tuan)\'a dengan kchidupan manusia. Jenis kcjahatan ini tidak saja dikenal dalam
masyarhkat modern melainkan juga di masyarakat primitif. Jenis kejahatan ini menjadi
;angat menarik perhatian schubungan dengan timbulnya peristiwa kerusuhan yar»
terjadi di beberapa kota di Indonesia Qépcrti di jakarta, Surabaya dan Medan yang
dikenal dengan “Peristiwa Mei Kelabu”. Dimana dalam peristiwa kerusuhanl tersebut
juga dibarengan dengﬁn tindak p&kosaan terhadap kelompok etnis tertentu, yang
pelakunya sulit untuk ditangkap.

Secara yuridis perkosaan, diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sescorang wanita
bersctubuh dcngannya di luar perkawinan, diancam karcna melakukan perkosaan
dcngan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selanjutnya Z.G Allen dan Charles F.
Hemphill (1974) merumuskan pe_rkosaan sebagai” an act of sexual intercourse with a
female resist and her resistence is overcome by force”, perumusan ini mengandung
pengertian bahwa si korban (wanita) tidak memberikan ‘consent’ atau persetujuan. Dari

perumusan Pasal 285 KUHP dan rumusan yang dikemukakan Allen dan Hemphill
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terdapal persamaan, yaitu sama-sama menckankan pada perbuatan bersctubuh yang
dilakukan dengan menggunakan kckerasan/paksaan.

Memperhatikan ancaman pidana terhadap jenis kejahatan perkosaan cukup berat,
namun temyata tidak méﬂurutkan niat pelakunya. Dari hasil penclitian yang pema’
dilakukan Polda Jatim bekerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya tahun 1991,
bahwa motivasi pelaku perkosaan lebih ‘banyak didorong oleh keinginan untuk
melampiaskan nafsu sex (88,17%), dengan modus operandi usaha untuk mengajak
korban ke tempat yang lcbih aman (41,94‘?4>f.' Mengenati tingkat kedekatan antara korban
dan pelaku dalam terjadinya kejahatan perkosaan mercka sudah saling mcngenal'
sebetum terjadinya peristiwa tersebut (74,2 %).

Separovic (1985) mengemukakan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya

kejahatan, yaitu: 1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis dan

~ psikologis; 2. Faktor sosial dan 3. Faktor situasional. Dalam kasus perkosaan, korban

turut berperan dalam teljadinyé kejahatan tersebut “victim precipitation”, &ang nampak
pada prilaku korban baik disadari ataupun tidak telah merangsang timbﬁlnya perkosaan.

Timbulnya kasus -itu sendiri sebcnarnya beragam alasannya, namun yang
terpenting adalah pola penanganan kasus itu sendiri, proses peradilannya sampai dengan
gistem pemidanaannya. Dalam kajian hukum pidana faktor kepastian dan keadilan
memang menjadi penting manakala sescorang telah dirugikan scbégai akibat suatu
tindak pidana.

Khusus dalam kasus perkosaan tidak diingkari apabila posisi korban yang sangat
dirugikan, yang sclanjutnya meminta kcadilan uniti penyclesaian kasusnya. Unﬁxk
memberikan keadilan memang tidak mudah, karena keadilan itu sendiri sangat relatif

sifatnya. Menyadari keadaan demikian, banyak para aktivis perempuan berbicara keras




menyikapi proses penanganan perkara tersebut. Mamun demikian tingkat kesadaran
hukum yang berbeda baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat itu
sendiri menjadikan kasus ini masih menjadi “suatu Misteri” yang tak kunjung sirna.
Upaya mencegah terjadinya korban dcngax; mengetahui scﬁab--sebab terjadinya
perkosaan dan mencari pemceahannya bukanlah hal yang mudah, perlu keterlibatan
semua pihak, diﬁnulai dari  para individunya, masyarakat, aparat penegak hukum

(perangkat hukum dan sistem hukum yang baik) serta pemerintah.
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I TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian 1m berujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban ‘perkosaan melalui pm
pengadilan yang tclah men‘lpunyai kekuatan hukum tetap.

2. Untuk mengetahui pandangan hakim mengenai kendala yang dihadapi dalam hal

pembuktian telah terjadi tindak pidana perkosaan.

- Manfaat dari penclitian-ini adalah:

1. Memberikan masukan sebagai bahan advokasi untuk kasus-kasus yang sama.

2. Bahan perkuliahan hukum pidana khususnya kejahatan terhadap badan/tubuh



IV METODE PENFKIVUTAN

. Lokas{ penelitian adalah Kediri. Dipilihnya kota Kediri scbagai lokasi penelitian
didasarkan pada data awal bahwa Kediri merupakan kota yang cukup banyak terjzi
tindak perkosaan. Sebagai .bahan perbandingan awal penelitian yang pernah
dilakukan sebeluﬁmya 1991.

. Teknik pengumpulan sampel dilakukan secara purposive, yaitu kasus-kasus
perkosaan yang telah diputus pengadilan selama dua tahun terakhir

. Cara memperoleh data dilakukan dengan pencatatan isi putusan dan tf\cmbaca
secara scksama dasar pertimbangan hakim dalam memcriksa dan memutus perkara

perkosaat.

. Sumber data, adalah data primer dan data sckunder.

E. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengorganisasian data yang

dilanjutkan dengan klasifikasi data, Dari mulai pertimbangan hukumnya sampai
dengan jumlah hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku selama lima tahun
berturut-turut. |

. Analisa data menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif,




10

V HASIL DAN PEMBATIASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum sebagai Pedoman Memutus perkara perkosaan

Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada scjak lama.
Namun dari sisi pengenaan ancaman pidana terhadap pelaku dari dulu sampai sckarang
tetap saja tidak dapat sccara maksimgl. Kecuali apabila korbannya di sampaing
diperkosan juga di.':un'aya~ sampai mati. Itupun yang memperberat bukan tindak
perkosaannya tetapi telah menghilangkan nyawa korbanlah yang memperberat
pengenaan pidannya |

Secara sosiologis perkosaan ialah perbuiatan cabul, melakukan persetubuhan
dengan kekerasan danpaksaan. Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam
oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman berat. Perkosaan selalu didorong
oleh‘nafsu-nafsu sex yang sangat kuat dan abnormal. Dibarengi emosi-emosi yang tidak
dewasa dan tidak adequat. Biasanya dimuati unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis

Secara garis besar terdapat lima tipe tindak pidana perkosaan, yaitu: (Sri Sanituti
Hariadi dan Bagong suyanto,2000:14) |

1. Sadictic rape (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam
bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melaui
hubungan scksualnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin
dan tubuh korban.

"2. Anger rape, yaitu perkosaan sebagi pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana
menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh
korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksxkan pemcahan
kesulitan, kelemahan, frustasi dan kekecewaan hidupnya.

3. Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan
kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap ‘perempuan dengan tujuan
utama penaklukan scksual.

4. Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang
diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi
keintiman  personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap permissive
(membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual.
Namun karena pelaku  beranggapan bahwa permpuan umumnya membutuhkan
paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
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5. Exploitation rape, yaitu perkosaan yang tetjadi karena diperolchnya keuntungan
atau situasi di mana permpuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya sccara -
ekonomi dan sosial

" Memperhatikan kelima bentuk perkosaan di atas, dari penclitian yang dilakukan oleh

Suparman Marzuki terhadap 63 kasus perkosaan yang pernah dimuat dalam Majalah
Tempo (1986-1990), menyatakan bahwa seductive rape  merupakan Kasus terbanyak

(47,6%), diikuti tipe dominatiton rape (30,2%) dan tipe exploitation rape (14,3%).

\

‘Berdasarkan hasil terscbut memang tidak dipungkiri bahwa terjadinya perkosaan telah

menempatkan korban sebagai pihak vang turut bertanggung jawab atas terjadinya
peristiwa terscbut. Tak jarang mengkaitkan kasus perkosaan dengan perilaku korban
bahkan dengan apa yang dipakai oleh korban. Pandangan niasyarakat yang demikian
sangat tidak mcndpkung upaya perlindungan terhadap korban. Acapkali korban enggan

menceritakan peristiwa yang menimpanya karena takut dipersalahkan olch

| masyarakatnya

Dalam tinjauan viktimologi dinyatakan bahwa korban mempunyai pcrnan
fungsional dalam terjadinya kejuhatar.. Tidak mungkin ba.da kejahatan tanpa ada korban
yang merupakan peserta utama dari si penjahat. Dengan kata lain korban mempunyai
tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Namun demikian tidak berarti
bahwa korban turut dipcrsélahkan karena mendorong timbulnya kejahatan, Karena ;.
prinsipnya tidak seorangpun mau atau ingin menjadi korban. Bagaimanapun atas
terjadinya kejahatan pelakulah sebagai satu-satunya pihak yang dipersalahkan dan harus
dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana.

Secara yuridis definisi perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285

KUHP yang selengkapnya berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman



kekerasan memaksa scorang wanila bersctubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam
karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara palian lama duabelas tahun”.

Fokus penelitian ini di samping melihat sisi yuridis sebagai dasar pertimbangan
dijatuhkannya putusan terhadap kasus perkosaan, juga melihat upaya perlindungan
hukum terhadap korban perkosaan melalui putusan tersebut. Tentang peristiwa itu
sendiri, hanya dapat dipcrolch gambaran melaui membaca kasus ppsisi tentang tindak
pidana perkosaan yang ada dalam berita acara pemeriksaan. Kebanyakan pemerkosaan
dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dan sebagian besar pemerkosaan dilakukan
dibawah ancaman termasuk ancaman dengan senjata. Korban kebanyakan merasa shock
dan dilanda ketakutan sehingga menjadi penyebab mengapa terlambat dilaporkan.
Selain itu kebanyakan perempuan secara kultural tidak dipersiapkan untuk membela

Definisi korban perkosaan itu sendiri bervariasii Prof Sutandjo menyebut
perbedaan penerapan Pasal 284 KUHP dan Pasal 283 KUHP yang merhbedakan
perkosaan dan percabulan. Kebanyakan perkosaan dilakukan di rumah. Hubungan
antara pelaku dan korban biasanya sudah saling mengenal, jarang sekali dilakukan oleh
orang asing yang tidak saling mengenal. .

Studi mengenai hubungan korban dan pelaku dalam kasus perkosaan, juga
penelitian tentang k(;rban dilakukan untuk melengkapi statistik kriminal. Kedua
penelitian ini juga dalam rangka studi tentang sistem péradilan pidana yang “offender
centered”. Sudah sangat lama para ahli merasakan bahwa statistik kriminil tidak dapat

mencerminkan  gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini
biasanya disebut sebagai angka gelap kejahatan (‘.dark numbers of crime’). Ada

berbagai alasan dikemukan terutama berkisar pada kenyataan tidak adanya laporan




\.
|
|

korban tentang peristiwa yang dialaminya. Beberapa scbab yang dikemukakan adalah
(Steven Box, 1981):

1. Korban mengetahui bahwa ia menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor,

karena:
1.1. menganggap polisi tidak “efisien atau tidak akan memp[edulikan
laporannya;

1.2. menganngap bahwa peristiwa itu merupaka nn urusan pribadi, karena:
a. akan menyelesaikannya lamngsing di luar pengadilan;
b. .merasa malu dan tidak bersedia menjadi sakasi di polisis maupum di
pengadilan (midl kejahatan kesusilaan)

2. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban suatu peristiwa
kejahatan (misalnya, penipuan, yang dilakukan secara halus dan dalam kasus
penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara rapi)

3. Korban sifatnya abstrak (abstract victim) dan karebna itu sukar ditentukan
secara khusus dan jelas (misalnya masyarakat pembeli barang)

4. Korban mengelami peristiwa kejahatan karena sendiri terlibat dalam kejahatan
(victims their own criminal activity);

5. Secara resmi tidak terjadi komban karena kewenangan diskresi polisi untuk
menentiukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan ( hal ini
menyangkut kebijakan dalam pencgakan hukum)

Berdasar pandangan di atas memang posisi korban merupakan posisi yang tidak
menguntungkan. Dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadapnya menjadi |
lengkaplah penderitaan korban. Secara sinis dikatakan Reiman, 1979: bahwa sistem
peradilan pidana yang berlaku tidak melindungi masyarakat (korban) terhadap bahaya

yang paling besar tentang jiwa, badan dan harta yang ditimbulkan oleh kejahatan

" Dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkarea pemerkosaan, berdasarkan hasil

penelitian ditemukan hasil sebagai berikut: kebanyakan Kasus perkosaan tidak selalu
diputug dengan Pasal 285 KUHP, artinya tidak jarang kasus yang diajukan scbagai
perkosaan oleh aparat penyidik namun dalam pembuktian di pengadilan diputus sebagai
perbuatan cabul.

thuk m-clihat secara scksama perbedaan kedua perbuatan tersebut akan
diuraikan di bawah ini. Perumqsan Pasal 285 KUHP “Barangsiapa dengan kekerasan

atau ancaman keckerasan memeksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di huar




perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dcngan pidana penjara paling lama

duabelas tahun. Sedangkan unsur-unsur pasal tersebut adalah :

a. Baranggsiapa, dalam hal ini pas;ti laki-laki;

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berati setiap perbuatan yang
mempergunakan tenaga fisik yang tidak ringan, atau menimbulkan ketakutan atau
kecemasan karena ancaman,

¢. Memaksa untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawainan

d. Diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas

Berbeda dengan perbuatan- cabul vang diatur dalam Pasal-pasal: 284, 287, 288,

289,290, 292, 293, dan Pasal 294 KUHP.

Pasal 284 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

Ke-1 (). seorang pria.telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pas.:*
27 BW berlaku baginya; (b) seorang wanita telah kawin mclakukan zina

Ke-2 (a) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatanb itu, padahal diketahui
bahwa yang turut bersalah telah kawin; (b) seorang wanita todak kawin yang turut serta
melakukan perbuatan iyu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalahn telah
kawin dan Pasl 27 BW berlaku baginya.

Pasal 287 KUHP ayat (1): Barangsiapa yang bersetubuh dengan scorang wanita di luara
perkawinan padahal diketahunya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya
belum lima belas tahun atau kalau umurmnya tidak jelas, belum waktunya dikawin,
diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 288 KUHP ayat (1): Barangsiapa dalam perkawinana bersetubuh dengan scorang
wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang besangkutan
belum waktunya dikawin, apabila perbuatan berakibat luka-luka diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 289 KUHP: Barangsiapa dengan kekerasan ataua ancaman kekerasan memaksa
sescorang untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena
melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara
paling lama scmbilan tahun

Pasal 290 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Ke-1 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui
bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
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Ke-2 Barangsiapa mclakukan perbuatan caul dengan scorang padahal diketahui atau
. sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umutrnya
ternyata, bahwa belum mampu kawin.

Ke-3 barangsiapa membujuk sescorang yang diketahui alau scpatutnya harus diduga
bahwa umumya tidak temyata bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan
perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 KUHP: Orang yang belum cukup umur yang melakukan perbuatan cabul
dengan orang l\aibn sam kelamin, yangg diketahui atau ppatut harus diduga bahwa
Ibelum cukup umur, diancam dengan pidan penjara paling lama lima tahun. -

Pasal 293 KUHP ayat (1): Barangsiapa dngan memberi atau menjajnjikan uang atau
barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan
penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah
‘lakunya untuk melakukan, membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal
tentang belum cukup umumya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam
dengan pidana penajara paling lama lima tahun.

Pasal 294 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan cabuk dengan anaknya, anak
tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau
dengan orang yang belum cukup umur yang pemcliharaannya, pendidikannya atau
penjagaannya, discrahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya, bawahannya yang
belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, diancam
dengan pidana yang sama

Ke-1 pejabat nelakukan perbuatan cabul dengan otrang yang karena jabatannya adalah
bawahannya atau denganorang yang penjagaannya dipercayakan ataundiserahkan
kepadanya,

Ke-2 seorang pengurus, dokter, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara tempat
pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, ruamah sakit jiwa, aytau
lembaga sosial yang meldkukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan k-
dalamnya.

Pasal—pasal di atas merupakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan
kesusilaan. Namun apabila dilihat dari segi ancaman pidana baling berat adalah untuk
tindak pidané perkosaan yaitu duabelas tahun, yang lainnya untuk percabulan hanya
berkisar antara 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun.

Di samping ity untuk tatacara pembuktian telah terjadi suatu peristiwa perkosaan
atau perbuatan cabul maka berlaku hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal
184 KUHAP, alat-alat bukti terdiri dari: (a) Keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c)

surat; (d) petunjuk; (¢) keterangan terdakwa.
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Di dalam KUHAP mengenai baraig bukit diatur dalam pasval~pasa,l :
46 ayat (2), apabilé pérkara sudah diputus , maka benda yang benda 'yang dikenakan
penyitaan dikembalikan pada orang atau kepada mercka yang dmebut dalam putusan
tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untu;.
dimusnahkan at;au untuk dirusakka;v. sampai tidak dapat digunakan atau jika benda
tersebut masih diperlukana sebagai barang bukti dalam perkara lain;
Pasal 181: ayat (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang
bukti dan menanyakan  kepadanya apakah dia mengenal benda iiu dengan
memperlihatkan ketentuan scbagai mana dimaksud Pasal 45 undang-undang ini; ayat (2)
jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
Pasal 194 ayat (2): kecualai apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan
| ’supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang ’seleéai.

Sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum khususnya dalam kasﬁs

perkosaan, maka kclemahan tcrsebut nampak pada : (I Made Gelgel, 1997:53)

a. Ketidakpuasan para pencari keadilan (korban) terhadap pelaksanaan penegakan -
hukum;

b. Makin meningkatnya upaya hukum: bandmg, kasas1 maupun peninjauan kcmbah

c. Terjadi contemp of court;

d. Perlindungan terhadap korban belum cukup terlayani dengan baik;

c.

Berlarut-larutnya  penyelesaian perkara baik tingkat penyidikan, penuntutan
maupun pengadilan; .
Pelapur/pengadu yang belum terlayani dengan baik.

]

Sependapat dengan hal di atas Socrjono Soekanto juga mengemukakan beberapa
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : (Soerjono Soekanto,1984: )

Faktor hukumnya sendm :

Faktor penegak hukum yaitu plhak yang membentuk dan melaksanakan hukum;
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

Faktor budaya scbagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa
manusia dalam pergaulan hidup.

SNE W=



Memperhatikan pandangan di atas  apabila dikaji lebil jauh dalam upaya pencgakan
hukum dalam kasus perkosaan acapkali korban menjadi pihak yang paling dirugikan.
Hal ini méngingat dasar pertimbangan yang dijadikan sebagai bahan untuk memutus
perkara tersebut sangat formalitas, artinya pertimbangan norma yangkk lebih
dikcdcpaﬁkan sedangkan pertimbangan di luar itu, seperti pertimbangan psikologis
korban kurang mendapat perhatian. Sehingga tidak jarang hukuman yang dijatuhkan
terhadap pelaku tidak cukup memuaskan bagi korban maupun keluarganya. Dengan
demikian tidak jarang terhadap kasus-kasus perkosaan atau pelecehan seksual para
korban enggan untuk meneruskan perkaranya. Karena mercka bcfanggapan bahwa
hukum pasti akan lebih bérpihak pada pelaku daripada korban, padahal biaya yang harus
ditanggung korban sangat besar dari pada hukuman yang dijatuhkan pada pelaku.
Sebﬁgai bahan perbandingan kasus perkosaan di Pamekasan pada tahun 1998,
mﬁyata reaksi masyarakat terhadap kasus perkosaan turut mémpcngaruhi hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini merupak}m suatu perkembangan ke
_ arah perlindungan pada korban. Masyarakat yang prihatin terhadap korban telah pula
mempengaruhi sikap hakim dalam mengambil keputusan. Walaupun resiko ancaman
\ dari keluarga pelaku yang harus dihadapi korban dan keluarganya cukup besar namun
hal yang menggembirakan telah terjadi kesadaran pada masyarakat pcntingnita hukum |
untuk ditegakkan dan keadilan untuk dijuxlljung tinggi. Untuk kasus perkosaan yang
biasanya diputus kurang dari dua tahun, dapat menjadi lebih dari dua tahun.
Tidak dapat dipungkiri bahwa peran masyarakat sangat penting dalam
mengontrol tugas keadilan, yaitu dengan membentuk opini publik untuk membantu

memperjuangkan kepentingan korban khususnya dalam kasus-kasus perkosaan maupun

pelecehan seksual. -



®. Upaya Perlindungan llukum Korban Perkosaan ditinjau dari Putusan takim

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus pemerkosaan memang dapat
kita lihat dalam dalam proses peradilan pidana putusan ﬁengadilan atas peristiwa
tersebut. Jumlah ancaman pidana merupakan salah satunya. Asumsinya semakin tinggi
jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan berarti korban telah
mendapatkan perlindungan hukum. Karena dengan pengenaan pidana yang berat
terhadap pelaku diharapkan tidak akan icriadi peristiwa serupa, dg:ngan kata lain para
calon pelaku akan berfikir dua kali apabila akan melakukan perkosaan mengingat
ancaman yang berat tersebut.

Di samping itu, perlindungan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis,
maupun psikologis juga diperlukah terhadap para korban untuk memulihkan
kepercayaan dm mercka. Mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa '

* biaya ganti kerugian scbagai kompensassi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

Kondisi untuk saat ini jarang sekali korban mendapatkan perlindungan yang
cukup dalam kasus ini. Hal ini dapat dilihat pada awal pelaporan korban pada aparat
penyidik. Identitus korban tidak dilindungi, balikan fidak jarang pengakuan korban tidak
dipedulikan schingga korban merasa tidak vakin kasusnya akan dilangani hingga tuntas.
Persoalan korban ini semakin lengkap manakala harus dihadirkan s_ebagai saksi (korban)
di muka pengadilan. Oleh karena untuk kasus kesusilaan, sidang dinyatakan tertﬁtup. 9
situ korban tanpa didampingi sescorang (baik penasihat hukum/keluarga) yang
memberikan kekuatan untuk mcngpl.ing menceritakan ‘hal ikhwal peristiwa yang
menimpa dirinya. Persolan ini seringkali korban menjadi putus asa, bahkan tidak' jarang

menyerah begitu saja oleh cercaan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Tidak
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jarang aparat penuntut urnum/jaksa tidak memberikan bantuan moril yang scharusnya
menjadi tanggung jawab aparat ncgara selaku wakil korban.

Memang diakui betapa sulit untuk membuktikan peristiwa pemerkosaan ini, di
samping tidak adanya saksi yang menyaksikan kcjadian itu, juga barang-barang bukt
lainnya pasti telah dibuang/dibersibkan oleh korban. Pclap&an tidak dilakukan f)ada
saat tidak lama sctelah kejadian. Hal ini seringkali dijadikan alasan apara; penyidik
maupun penuntut untuk merasa kesulitan menerapkan Pasal 285 KUHP terhadap pelaku
perkosaan. Walaupun dari sisi teoritis mungkin tidak terialu sulit untuk menerapkan
Pasal 285 KUHP.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus perkosaan adalah
pembuktian. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan alat bukti ‘yuﬁg sah
' adalah keterangan saksi, kctcrangan ahli, surat, pctunjuk dan keteranpan terdakwa.
Untuk menentukan seorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang—kuraﬁgnya
disyaratkan ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUIHAP). Khususnya tcrhadap kasus
perkosaan, dengan adanya Pasal 183 KUHAP ini makin sulit saja seorang korban untuk
menuntut pelakunya. Karena sangata jarang ada saksi vang mengctahui adapya'
perkosaan, kecuali perkosaan lgrscbul tertangkap tangan atau pelaku perkosaan lebih
dari satu orang. Begitu pula dengan pengakuan terdakwa, scorang pclaku perkosaan
jarang sekali mengakui perbuatannya. Kalupun pelaku mengakui perbuatannya tetapi
kalaﬁ bukti lain tidak ada maka pclakir akan sulit dijatuhi Pasal 285 KUHP.

Untuk kasus Mkos@h schanisn‘ya pengertian keterangan saksi diperluas tidak
hanya keterangan \sa.llc:si‘;mengc‘ﬁai' suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut salasan. da;ri pcngctahuannyé itu, tetapi

keterangan yang dikemukakan olch seorang, saksi yang mendengan pengakuan korban
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terscbut pada saat korban terscbut meminta advise psikologi pada lem,baga psikolog
yang, dib;:n(uk hcl'dusa}'kan undang-undang, Olch karcna itu dibutuhkan suatu peraturan
yang menentukan agar dibentuk suatu lembaga psikologr yang, akan mengeluarkan
kctcrangan- tentang keadaan korban, keterngan mana dapat dijadikan scbagai keterangan
saksi. Dengan diperluasnya keterangan saksi | dalam kasus perkosaan ini- akan
mempermudah  polisi untuk mengungkap perkara perkosaan dan segera melimpahkan
ke kejaksaan.

Kekurangan lain yang dapat dilihat dari kasus-kasus perkosaan adalah ancaman
hukuman yang dikenakan pada pelaku yang tcrbulc-ti mclakukan kesalahan. KUHP
hanya mengenal ancaman maksimum dan tidak mengenal ancaman minimum. Dalam
kasus perkosaan, undang-undang sama 1sckali tidak melihat dampak yang dialami
korban setelah peristiwa tersebut. Selain. itu ketiadaan lembaga psikolog yang
scharﬁsnya disediakan oleh negara untuk membantu menguatkan vkorban. Sebagai
korban juga merasa bahwa pemeriksaan atas perkaranya sangat lamban, belum lagi ada
kesan bahwa polisi tidak begitu saja merﬁpcrcayai lapaor;;m yang diajukannya.

Belum berfungsinya hukum memberi perlindungan terhadap kaum perempuan
baik dari aspek substanéi, struktur maupun budaya hukum maka diperlukan upaya
terobosan untuk mengantisipasinya. Polri scbagai penyidik pada umumnya, dan
Polwiltabes Surabaya khususnya, tc;lah membentuk suatu unit ruang pelayanan khusus
(RPK) Remaja, anak-anak dan wanita untuklbckexja secara optimal. RPK adalah ruang
khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuanm POIRI di mana perempuan dan anak-
anak yang mcnjadi( korban kckerasan dalam keluarga atau pelccchan scksual dapat
melaporkan khusus kepada Polwan yang mempunyai rasa Qmpalik penuh pengertian dan

profesional schingga masalahnya tcrselesaikan,
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Di bawah ini akan dikemukakan upaya perlindungan hukum melalui pengenaan

pidana terhadap pélaku perkosaan yang terjadi di wilayah PN Kodya Kediri 1998-1999.

Pengenaan Pidana terhadap Pelaku Perkosaan
Di Pengadilan Negeri Kodya Kediri 1998-1999

No. | Tahun ‘Nama Tuntutan 'Vonis
1. 1998 Agung Purbo Ps. 285 KUHP Ps. 285 KUHP
Santoso bin --3 th --1th 6 bl
Slamet
2. 1999 Arianto bin [.Ps.28S If";UHP Ps 285 KUHP
bin M. Sodik | II. 289 jo 65 KUHI’{ --3 th 6 bl
-6 th
3. 1999 | Lodinavit Jones| Ps 285 jo. Ps.285 jo.
’ Sianturi Ps 64 KUHP Ps 64 KUHP
-- 3 th -3th

* Sumber : PN Kodya Kediri 1998-1999

Pengenaan Pidana terhadap Pelaku Perkosaan
Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 1998-1999

No. | Tahun - Nama Tuntutan ‘ Vonis

1. 1998 Ahmad Rifai Ps. 285 KUHP Ps. 285 KUHP
bin Sutikno - 2 th -1th 6 bl

2. 1998 Sumaiji bin Ps.285 KUHP Ps.285 KUHP
Mat Chori --3 th --3th

3. 1999 | Sugeng Santoso| Ps. 285 KUHP Ps.285 KUHP

: bin Suwamo -8 bl --6 bl.

4, 199% Muhtar Yudi £s.285 KUH. Ps 285 KUHP
bin Muslim --5 th -4 th

5. 11999 Piaryono bin Ps 285 KUHP | Ps.285 KUHP
Mudjiono -5 th - 5th

Sumber: PN Kabupaten Kediri 1998-1999




o
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Bcr‘dasarkan data sekundor di atas dapat dilthat bahwa ancaman pidana yang
dikenakan terhadap pelaku berkitar antara 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Mengapa
demikian, hal ini sejak awal dikatakan bahwa untuk jenis kejahatan perkosaan ada
kesulitan dalam hal pembuktiannya sehingga ancaman Pasal 285 maksimal 15 tahun
hampir-hampir tidak pernah diterapkan. Hal ini berneda dengan rancangan KUHP
Nasional, yang memberikan batasan minimum khusus pada pelaku kcj#hatm kesusilaan
khususnya untuk jenis perkosaan adaiah 4 tahun. |

Sébagai pelengkap data di atas akan disajikan kasus posisi tindak pidana
perkosaan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
Kasus Posisi:

Pada hari Rabu 21 Juli 1999 sckitar Pk.22.00 wib. Di rumahnya pelaku yang juga
adalah tempat tinggal korban, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang
perempuan yang bukan isterinya bersetuibuh dengan dia dengan cara korban yang
sedang tidur di kamarnya yang pintunya terkunci dari dalam, tiba-tiba pelaku
mengetuk pintu sambil memanggil korban dengan alasan akan mengambil adik
korban yang kebetulan memang tidur dengan korban . Setelah pintu terbuka,
korban yang hendak keluar untuk nonton TV dihalang-halangi pelaku dan bahkan
didorong untuk kemudian masuk lagi kemudian pintunya dikunci, Korban
dircbahkan dengan paksa dan pelaku memaksa meminumkan 2 butir pil di dalam
mulut korban sambil mencekik leher, sehingg korban merasa pusing. Pada saat itu
korban baru menyadari bahwa pelaku sudah tidak memakai celana atau dalam
keadaan telanjang dan melepas celana dalam yang dipakai korban, pelaku sempat
menampar korban karena mempertahankan agar celana yang dipakainya tidak
lepas. Setelah celana lepas kemudian pelaku menindihnya sambil memegangi
“kedua tangan korban terus memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke
dalam kemaluan korban sambil didorong-dorong dan digoyang-goyang. Upaya
korban untuk mengelak dan mengingatkan pelaku kalau yang disetubuhinya
adalah anak kandung pelaku, namun pelaku tidak menghiraukannya dan korban
tak mampu mengelak akhirnya kemaluan pelaku masuk ke kemaluan kort n.
Setelah itu pelaku menyeret korban ke kamar kakaknya kemudian merebahkan di
atas tempat tidur dan menindih tubuh korban, korban disetubuhi sekali lagi oleh
pelaku sampai- pelaku merasa puas dan nikmat. Akibat perbuatan pelaku korban
sempat dirawat di Rumah Sakit Daerah Pare selama 4 hari.
Berdasarkan kasus di atas Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan
sebagai berikut:
Primer Pasal 285 KUHP dengan Pidana Penjara selama 5 tahun
Subsider: Pasal 287 (1) KUHP
Lebih subsider 294 (1) KUHP




Setelah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan, Hakim pada
tanggal 1 November 1999 menjatuhkan vonis kepada terdakwa Hariyono yang
bersalah telah melakukan kejahatan perkosaan scbagaimana diatur dalam Pasal
285 KUHP dengan pidana penjara selama S tahun scsuai dengan tuntutan jaksa
Penuntut Umum.

Penjatuhan pidana penjara selama 5 tahun terhadap pelaku perkosaan dalam
kasusu di atas belum cukup dibandingkan dengan penderitaan si korban yang tidak lain
adalah anak kandung terdakwa sendiri. Memperhatikan hubungan darah antara pelaku
dan korban dalam kasusu tersebut sepantasnyalah ada pemberatan terhadap pelaku. Hal
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak sudah scharusnya dilindungi ayahnya,
tidak dirusak atau dinodai kehormatannya. Aib yang diderita si korban yang tidak lain

anak kandung sendiri akan menjadi penderitaan seumur hidup si anak. I1al inilah yang

- seringkali jauh dari pengamatan hukum, hahkan terkesan diabaikan. Trauma psikis pasti

akan menghantui sepanjang perjalanan hidup si anak Scpantasnyalah terhadap si pelaku
dihukum pidana penjara méksimum, agar.mmlyadaﬁ betapa perbuatan yang dﬂékukan
sangat tidak manuasiawi dan merapakan perbuatan biadab yang tidak dapat diméaﬂczm
dan sehamsnya hakim tidak harus berpedoman berdasarkan tuntutah hukuman yiu
diajukan jakSa. Hakim secharusnya mempunyai keberanian uniuk memutus lebih berat,
bahkan mcnjat\mkan hukuman maksimal terhadap pelaku. Agar rasa keadilan
masyarakat tidak terabaikan dengan adanya\ peristiwa terscbut.

Disamping upaya penghukuman  (represif), upaya pencegéhan dan

penanggulangan, yang sama pentingnya adalah upaya-upaya yang bersifat pelayanan

‘misalnya pendirian crisis cennter atau rumah penampungan atau shelter merupakan

sesuatu hal yang harus dilakukan untuk memberdavakan para korban perkosaan agar

lebih kuat dan mempﬁnyai sermangat hidup kembali.



Menjadi tanpgung jawab scmua pihak, baik wnssyacakal maupun  pemerintah
membantu éara korban perkosaan untuk kembali menghilangkan rasa malu yang
dihadapi serta perasaan bersalah telah menjadi korban. Tanggung jawab negara untuk
menyediakan pelayanan psikolbgis guna membantu upaya pemulihan para korban ini
schingga dapat scgera bangkit dan menghapus masa lalunya yang menyakitkan.
Demikian pula dengan peran masyarakat untuk membantu secara moril menguatkan
korban, serta melaporkan kalau terjadi tindak pidana tersebut. Sehingga tidak ada kesan
disembunyikan dan kejahataan yang memalukan pada jenis kejahatan perkosaan ini.
Oleh karena setiap orang khususnya percmpuan ada kemungkinan untuk menjadi
korban. Untuk itu kerjasama semua pihak akan sangat metnbantu upaya pencegahan dan

penanggulangan jenis kejahatan ini.
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YT KESITMPUT AN DA SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang teiah dijabarkan dalam pembahasan, hal-hal yang dapat

disimpulkan sebagai berii;ut;

-— Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan acapkali didasarkan pada
pertimbangan dan bukti formal. Jarang,sékal.i aspek kejiwaén/psikologis korban
menjadi pertimbangan Jdalam mg}:ukum pelaku perkosaan, hal ini terbukti dari
jumlah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku relatif ringan dan tidak sesuai
dengan penderitaan yang dialami korban. Mcngingat pcrtimbangar} formal
terscbut schingga tidak semua kasus pgrkosaaﬁ yang diajukan aparat penyidik
sebagai kasus perkosaan oleh hakim diputus berdasarkan Pasal 285 KUHP, hal ini
disebabkan timbulnya kesulitan dalam hal pembuktian telah terjadi- peristiwa
perkogaan. Kesulitan dalam hal pembuktian dalam mengungkap tindak pidana
perkosaan ﬁenjadikan keragu-raguan aparat pencgak hukumn untuk mencrapkan
Pasal 285 KUHP t&hadap pelakunya.

- Dalam kasuas perkosaan upaya perlindungan hukum pada korban kurang schingga
korban tidak jarang enggan untuk meneruskan pcrkaraixya ke pengadilan, di
samping rasa malu korban dan keluarga juga acapkali aparat kurang- serius

menanganinya schingga korban lebih suka menyclesaikan di luar pengadilan

b. Saran:
- Perlunya hakim untuk turut mempertimbangkan aspek psikologis dan kejiwaan di

samping aspek yun'disnya‘ dalam memutuskan perkara perkosaan. Hal ini akan
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memberikan rasa keadilan dan kepastrian hukum baik terhadap korban , keluarganya
maupun masyarakat.

Dalam upaya perlindangan bokum terhadap korban perkosaan, waiaupun hukum
positif tidak banyak mengatur persoalan perlindungan korban, namun pcrlﬁ upaya
antisipatif guna menempatkan korban perkosaan untuk memiliki rasa percaya dirt
dan melupakan pcnistix‘m' yaug mcnimpanya. Untuk itn Perlu disediakan crissis
center atau shelter atau rumah penampungan bagi para korban sebagai tempat
rehabilitasi kejiwaannya dan disediakan lembaga psikolog yang memberikan
baﬁtuan psikologis para korban perkosaan schingga dapat menghilangkan traumanya
di kemudian hari. Tersedianya aparat penyidik dari Polri perempuan (Polwan) yang
ichusqs disediakan untuk menangani perkara vpcrk(;saan. Hendaknya ganti kerugian
Jjuga perlu diberikan sebagai upaya penyantunantérhadap korban. Pcmbayaraﬁ ini
vbukan benrmaksud membeli penderitaan korban , namun semataﬁnata segunakan
sebagai upaya memulihkan kondisi korban dan kejahatan yang pernah mc: ' 2

alami.
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